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ABSTRAK 

 Tindak pidana Narkotika sangat meresahkan bagi semua negara yang ada di 

dunia, maupun di Indonesia sendiri. Dikarenakan dari beredarnya narkotika yang 

sangat tidak terkontrol menjadikannya sebagai kejahatan yang luar biasa.  Kepolisian 

menjadi salah satu institusi yang berhak dalam penangkapan tindak pidana Narkotika. 

Beberapa tahapan untuk telah dilakukan dimulai dari penangkapan, penahanan, 

penyitaan, pemeriksaan. Pengaturan tentang sanksi pidana terhadap pihak kepolisian 

yang terlambat memusnahkan narkotika masih memuat norma yang samar. Dalam 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikatakan bahwa 

Penyerahan barang sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam 

waktu paling lama 14 (empat belas) hari apabila berkaitan dengan suatu daerah yang 

sulit untuk dijangkau karena faktor geografis atau transportasi. Tetapi apabila telah 

melewati batas yang ditentukan, maka sanksi yang diterima tidak diketahui  dan tidak 

ada kepastian hukum yang mengatur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui hukuman apa yang seharusnya diberi kepada kepolisian apabila terlambat 

memusnahkan barang bukti narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah 

normatif, Jenis penelitian ini memfokuskan pada pengumpulan bahan-bahan hukum, 

dan mencari kebenarannya untuk mendapatkan solusi dari pemasalahan. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum yang seharusnya memiliki 

tanggungjawab dalam tugas dan kewenangannya masih didapati penyalahgunaan dari 

tugasnya. Di indonesia sendiri tidak membedakan hukum kepada siapapun, maka dari 

itu aparat penegak hukum yang melakukan penyalahgunaan tugas dan wewenangnya 

dapat dikenakan sanksi, dari pengadilan umum maupun dari kode etik profesi. 

Kata Kunci: Tindak Pidana Narkotika, Kepolisian, Penyidik 
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ABSTRACT 

Narcotics crimes are very disturbing for all countries in the world, as well as 

in Indonesia itself. Due to the uncontrolled distribution of narcotics, it is an 

extraordinary crime. The police are one of the institutions that have the right to arrest 

narcotics crimes. Several stages have been carried out starting from arrest, detention, 

confiscation, inspection. Regulations regarding criminal sanctions against police who 

are late in destroying narcotics still contain vague norms. In Law Number 35 of 2009 

concerning Narcotics it is stated that the handover of confiscated goods as referred to 

in paragraph (1) can be carried out within a maximum period of 14 (fourteen) days if 

it relates to an area that is difficult to reach due to geographical or transportation 

factors. However, if the specified limit has been exceeded, the sanctions received are 

unknown and there is no legal certainty that regulates them. The aim of this research 

is to find out what punishment should be given to the police if they are late in 

destroying narcotics evidence. The research method used is normative. This type of 

research focuses on collecting legal materials and searching for the truth to get 

solutions to problems. The results of this research show that law enforcement officers 

who should have responsibility in their duties and authority are still found to be 

abusing their duties. In Indonesia, the law does not differentiate between anyone, 

therefore law enforcement officers who abuse their duties and authority can be subject 

to sanctions, from the general court or from the professional code of ethics 

Keywords: Narcotics Crime, Police, Investigators 
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